
 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uraian pada bab-bab sebelumnya dan hasil analisis, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Ontologis Pencatatan Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 

Berdasarkan analisis ontologis, penelitian ini menemukan bahwa hakikat 

pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dipahami hanya 

sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai institusi hukum yang 

menghubungkan eksistensi religius dan eksistensi yuridis suatu perkawinan. 

Eksistensi religius lahir melalui terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan 

menurut hukum Islam, sedangkan eksistensi yuridis lahir melalui pengakuan 

negara dalam bentuk pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan bukan 

merupakan unsur yang menentukan sah atau tidaknya akad perkawinan. 

Keabsahan perkawinan tetap ditentukan oleh terpenuhinya ketentuan syariat 

mengenai calon suami, calon istri, wali, saksi, serta ijab dan kabul. Akan tetapi, 

dalam konteks negara modern, pencatatan perkawinan memperoleh kedudukan 

ontologis baru sebagai instrumen legalisasi yang memungkinkan hak-hak 

keperdataan anggota keluarga memperoleh perlindungan hukum yang efektif. 

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

menunjukkan bahwa Mahkamah mengakui keberadaan realitas sosial dan biologis 

sebagai dasar lahirnya hubungan hukum tertentu. Dengan demikian, hakikat 

hubungan hukum dalam masyarakat modern tidak semata-mata ditentukan oleh 

legalitas formal, tetapi juga oleh realitas faktual yang dapat dibuktikan secara 

objektif. 
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5.1.2 Epistemologis Pencatatan Perkawinan dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

Berdasarkan analisis epistemologis, penelitian ini menemukan bahwa 

legitimasi hukum pencatatan perkawinan tidak dibangun melalui perintah tekstual 

yang eksplisit dalam Al-Qur’an maupun hadis, melainkan melalui proses ijtihad 

yang berorientasi pada kemaslahatan. Kewajiban pencatatan perkawinan 

memperoleh legitimasi melalui pendekatan maqashid al-syari’ah, maṣlaḥah 

mursalah, dan kebutuhan perlindungan hukum dalam masyarakat modern. Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan penggunaan 

konstruksi epistemologis hukum yang bersifat integratif. Pertimbangan hukum 

Mahkamah tidak hanya bertumpu pada ketentuan hukum positif, tetapi juga 

mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, nilai-nilai konstitusional, 

perkembangan ilmu pengetahuan, dan realitas sosial masyarakat. Penelitian ini juga 

menemukan adanya pergeseran epistemologis dari pendekatan yang dominan 

tekstual menuju pendekatan yang lebih rasional dan kontekstual. Penggunaan 

teknologi pembuktian seperti tes DNA menunjukkan bahwa perkembangan ilmu 

pengetahuan dapat menjadi bagian dari instrumen pencarian kebenaran hukum 

sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, legitimasi 

hukum pencatatan perkawinan dalam perspektif filsafat hukum Islam kontemporer 

dapat dipahami sebagai hasil integrasi antara wahyu, akal, kemaslahatan, dan 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

5.1.3 Aksiologis Pencatatan Perkawinan dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

Berdasarkan analisis aksiologis, penelitian ini menemukan bahwa pencatatan 

perkawinan memiliki nilai strategis sebagai instrumen perlindungan hukum 

terhadap perempuan dan anak. Pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi 

sebagai sarana administrasi negara, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjamin 

kepastian hukum, perlindungan hak-hak keperdataan, serta pencegahan berbagai 

bentuk ketidakadilan dalam hubungan keluarga. Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan orientasi kuat terhadap perlindungan 
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kepentingan terbaik anak. Putusan tersebut menegaskan bahwa anak tidak boleh 

kehilangan hak-hak keperdataannya akibat keadaan yang berada di luar 

kehendaknya. Pencatatan perkawinan memiliki fungsi untuk mendukung 

perlindungan keturunan (hifẓ al-nasl), perlindungan jiwa (hifẓ al-nafs), dan 

perlindungan harta (hifẓ al-māl). Oleh karena itu, pencatatan perkawinan 

merupakan instrumen yang berkontribusi terhadap terwujudnya kemaslahatan 

sosial serta harmonisasi antara nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 

5.2. Saran 

Penelitian ini secara akademik dapat dilanjutkan oleh para peneliti khusunya 

dalam bidang filsafat hukum Islam dan hukum keluarga dengan mengembangkan 

kajian filsafat hukum Islam terhadap putusan-putusan lainnya yang berkaitan 

dengan isu-isu atau topik hukum keluarga. Selain itu, bagi Pemerintah hendaklah 

mendorong kebijakan yang mempermudah pelaksanaan pencatatan perkawinan 

khususnya bagi masyarakat terpencil. Terkahir, bagi masyarakat perlu memahami 

bahwa pentingnya pencatatan perkawinan, karena pencatatan perkawinan bukan 

hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga hak-

hak hukum anggota keluarga dan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan 

rumah tangga. 
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